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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan

peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana

pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan

jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja

pemerintah daerah pasal 15 menyebutkan Perangkat Daerah wajib untuk menyusun Renja.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau disusun untuk 1

(satu) tahun yang memuat evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun lalu, yang terdiri

dari (faktor pendorong, faktor penghambat, solusi dan rencana tindak lanjut), program dan

kegiatan yang akan datang disertai dengan indikator kinerja, pencapaian Renstra, kelompok

sasaran, lokasi dan pagu indikatif sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Prioritas Flapon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2023 terdapat

beberapa capaian kinerja antara lain : terbentuk dan terbinanya 15 Pokdarwis, terpeliharanya

situs/Benda cagar budaya, terpromosikannya 7 destinasi wisata unggulan, Pembinaan

Kampung wisata di 12 Kampung, tersusunnya 8 dokumen perencanaan pariwisata,

terbangun dan terpeliharanya 48 sarana pariwisata, terlaksananya pelatihan Pengembangan

Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di beberapa kecamatan, terlaksananya

pelestarian terhadap tradisi budaya, terlaksananya bantuan alat kesenian terhadap

lembaga/kelompok budaya, terselenggaranya kegiatan pembinaan Lembaga budaya, dan

ikut serta pada Event Pameran yang dilakukan didalam negeri, serta terselenggaranya event

Maratua Jazz Dive and Fiesta dan Festival Musik Pantai.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah :

1) Undang-Undang 58 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2) Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3) Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244)

4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun tentang tentang Tata cara

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi

rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan

rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana

pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah,

dan rencana kerja pemerintah daerah.

8) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau

Tahun 2016 Nomor 7).

9) Peraturan Bupati Berau Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Tahun 2025 ini belum disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2024 dikarenakan

masih dalam tahun pelaksanaan di lapangan, dikarenakan hal tersebut maka hasil

pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA

SKPD) Tahun 2023 yang digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Program

Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dengan mengakomodir

usulan-usulan dan masukan dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan

(Musrenbang) dari 13 (tiga belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Berau.

1.3.2. Tujuan

Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Berau dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yang
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merupakan indikator capaian yang harus dipenuhi yang ditetapkan dalam Renstra

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD,

keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen OPD, Renstra OPD, tindak lanjutnya

dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, daerah dan

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta

pedoman yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) hasil pelaksanaan Renja OPD lalu dan realisasi target

capaiannya pada tahun lalu (tahun mengacu pada tahun yang pada penyusunan Renja

OPD disahkan). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian Renstra berdasarkan

realisasi pelaksanaan program kegiatan Renja OPD tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan

menyangkut kebijakan prioritas nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Subbab ini berisi tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja
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Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Berisikan penjelasan mengenai uraian besar rekapitulasi program dan kegiatan, yang

meliputi :

3.3.1 Jumlah program dan jumlah kegiatan.

3.3.2 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan dan Target Capaian Kinerja

3.3.3 Sifat lokasi dan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa yang pada

atau kelompok masyarakat tertentu).

BAB IV KESIMPULAN

Merupakan kalimat ringkasan Renja dan penutup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Berau.
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BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau pada tahun 2023 melaksanakan

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang

Kebudayaan dan Bidang Pariwisata yang dijabarkan dalam 8 (dwlapan) Program, 21 (dua

puluh satu) Kegiatan, dan 56 (lima puluh enam) Sub Kegiatan serta Anggaran dan Realisasi

dapat dilihat pada tabel 2.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

Tahun 2023

No Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

I Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

11.699.122.550,- 10.769.901.637,-

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

843.495.400,- 621.654.544,-

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah

149.518.400,- 111.880.242,-

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

455.777.000,- 356.650.014,-

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 238.200.000,- 153.124.288,-
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah
5.799.147.822,- 5.616.024.081,-

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.510.655.822,- 5.343.492.081,-
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN

288.492.000,- 272.532.000,-

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah

126.851.800,- 99.789.480,-

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 113.332.000,- 86.269.680,-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah pada SKPD

13.519.800,- 13.519.800,-

4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah
Kewenangan Perangkat Daerah

47.612.000,- 47.402.000,-
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Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 47.612.000,- 47.402.000,-
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah
298.625.000,- 273.829.843,-

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

95.625.000,- 95.175.000,-

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

203.000.000,- 178.654.843,-

6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat
Daerah

1.361.010.600,- 1.256.895.300,-

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

25.556.000,- 25.378.900,-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 621.428.000,- 616.228.000,-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.889.000,- 21.883.000,-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 47.255.000,- 46.422.900,-
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 19.354.600,- 19.088.600,-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan

8.000.000,- 3.345.000,-

Penyediaan Bahan/Material 25.000.000,- 0,-
Fasilitas Kunjungan Tamu 191.528.000,- 172.843.000,-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

400.000.000,- 351.705.900,-

7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.087.205.000,- 998.835.021,-

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

600.750.000,- 520.277.068,-

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

450.000.000,- 442.657.953,-

Pengadaan Mebel 36.455.000,- 35.900.000,-
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 1.733.164.928,- 1.610.517.973,-

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.540.000,- 2.730.000,-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik

199.500.000,- 152.938.918,-

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.530.124.928,- 1.454.849.055,-
9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
402.010.000,- 244.953.395,-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas
Jabatan

215.060.000,- 172.423.915,-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan

2.000.000,- 424.600,-

Pemeliharaan Mebel 14.950.000,- 14.850.000,-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.000.000,- 27.307.880,-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

90.000.000,- 29.947.000,-

II Program Pengembangan Kebudayaan 5.760.792.600,- 3.614.184.914,-



RENCANA KerJA (RenJA) DiNAs KebUDAyAAN DAn PARiwiSATA 2025

Page 7

1. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang
Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten/Kota

3.718.490.000,- 2.047.369.711,-

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
Objek Pemajuan Kebudayaan

2.750.000.000,- 1.596.810.255,-

Pembinaan Sumberdaya manusia, Lembaga, dan
Pranata Kebudayaan

968.490.000,- 450.559.456,-

2. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional
yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten/Kota

1.466.126.000,- 1.284.062.879,-

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
Objek Pemajuan Tradisi Budaya

505.506.000,- 417.698.360,-

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga,
dan Pranata Tradisional

960.620.000,- 866.364.519,-

3. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang
Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

576.176.600,- 282.752.324.-

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan
Lembaga Adat

576.176.600,- 282.752.324.-

III Program Pengembangan Kesenian
Tradisional

220.000.000,- 16.849.580,-

1. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang
Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten/ Kota

220.000.000,- 16.849.580,-

Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber
Daya Manusia Kesenian Tradisional

220.000.000,- 16.849.580,-

IV Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar
Budaya

166.916.000,- 125.265.535,-

1. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya
Peringkat Kabupaten/Kota

166.916.000,- 125.265.535,-

Pengembangan Cagar Budaya 166.916.000,- 125.265.535,-

V Program Pengelolaan Museum 1.438.395.213,- 795.298.184,-

1 Kegiatan Pengelolaan Museum
Kabupaten/Kota

1.438.395.213,- 795.298.184,-

Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan
Koleksi secara Terpadu

307.686.900,- 62.290.000,-

Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat
Terhadap Museum

283.616.400,- 133.306.000,=

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Museum

847.091.913,- 599.702.184,-

VI Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi
Pariwisata

28.422.363.696,- 26.254.567.626,-

1 Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata
Kabupaten/Kota

489.036.000,- 399.588.751,-
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Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 187.880.000,- 150.604.096,-

Pengembangan Daya Tarik Wisata
Kabupaten/Kota

301.156.000,- 248.984.655,-

2 Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten/Kota

953.740.000,- 859.328.236,-

Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota

585.000.000,- 563.854.420,-

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

143.740.000,- 80.918.750,-

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

225.000.000,- 214.555.066,-

3 Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota

26.567.926.696,- 24.612.217.493,-

Perencanaan Destinasi Pariwisata

Kabupaten/Kota

1.067.999.800,- 1.017.055.209,-

Pengembangan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota

15.593.764.760,- 14.843.253.974,-

Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota

8.115.884.000,- 7.557.257.669,-

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

981.652.136,- 820.987.053,-

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DAK Non
Fisik)

808.626.000,- 373.663.588,-

4 Kegiatan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Kabupaten/Kota

411.661.000,- 383.433.146,-

Pengelolaan Investasi Pariwisata 150.000.000,- 133.145.250,-

Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 261.661.000,- 250.287.896,-

VII Program Pemasaran Pariwisata 3.928.123.800,- 3.731.890.155,-

1 Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan
Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan
Kawasan Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota

3.928.123.800,- 3.731.890.155,-

Penguatan Promosi melalui Media Cetak,
Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan
Luar Negeri

1.826.020.000,- 1.705.125.389,-

Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik
Dalam dan Luar Negeri Pariwisata
Kabupaten/Kota

1.605.661.000,- 1.562.792.721,-

Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan
Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

496.442.800,- 463.972.045,-
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Sedangkan evaluasi pelaksanaannya dapat kita lakukan dari beberapa Indikator/

Sasaran Kegiatan antara lain sebagai berikut :

2.1.1 Capaian Kinerja
Tabel 2.1.2

Capaian Kinerja Tahun 2023
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Terwujudnya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya dan sejarah purbakala daerah yang

memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah

dengan indikator Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu dari target 3 cagar budaya

yang dilaksanakan di Kabupaten Berau, terealisasi 3 cagar budaya dengan tingkat rata-rata

capaian kinerja sebesar 100%, adapun 3 cagar budaya tersebut adalah Museum Batiwakkal

Gunung Tabur, Keraton Sambaliung, dan Museum Siraja Teluk Bayur.

Capaian Indikator Jumlah kunjungan wisatawan pada Tahun 2023 adalah sebanyak 422.592

VIII Program Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

443.433.100 534.489.128,-

1 Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

443.433.100 534.489.128,-

Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

600.531.000 534.489.128,-

Jumlah Anggaran dan Realisasi Program I s/d VIII 52.236.244.859,00 45.842.446.759,-

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

(%)

1. Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi
sektor pariwisata

Jumlah
Kunjungan
Wisatawan

214.674
Orang

422.592
Orang

196,85

Rata-Rata Lama
Tinggal
Wisatawan

3 Hari 3 Hari 100

2. Terlestarikannya dan
Berkembangnya nilai-
nilai budaya daerah

Jumlah cagar
budaya yang
dikelola secara
terpadu

3 Cagar
Budaya

3 Cagar
Budaya

100



RENCANA KerJA (RenJA) DiNAs KebUDAyAAN DAn PARiwiSATA 2025

Page 10

orang yang terdiri dari wisatawan domestik sebanyak 420.926 orang dan wisatawan mancanegara

sebanyak 1.666 orang. Capaian Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan melebihi target yang

telah ditetapkan, yaitu dengan capaian 196,85%. Jika dibandingkan dengan kunjungan wisatawan

pada Tahun 2022 yaitu sebanyak 397.337 orang maka terjadi peningkatan jumlah kunjungan

wisatawan. Adapun capaian kunjungan wisatawan di Kabupaten Berau Tahun 2023 adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.1.3
KUNJUNGANWISATAWAN

KABUPATEN BERAU
TAHUN 2023

NO BULAN WISATAWAN
MANCANEGARA

WISATAWAN
DOMESTIK JUMLAH

1 Januari
78 37.640

37.718

2 Pebruari
54 19.505

19.559

3 Maret
54 17.853

17.907

4 April
235 32.247

32.482

5 Mei
97 18.967

19.064

6 Juni 114 30.881
30.995

7 Juli
165 22.937

23.102

8 Agustus
221 31.111

31.332

9 September
338 55.121

55.459

10 Oktober
175 31.709

31.884

11 Nopember
85 80.020

80.105

12 Desember 50 42.935
42.985

Jumlah 1.666 420.926 422.592

Dengan membaiknya kondisi pasca pandemi Covid-19 dan pemberlakuan program CHSE

di bidang pariwisata yang pada akhirnya mulai dilonggarkannya pembatasan aktifitas, sehingga

aktifitas kepariwisataan kembali menggeliat. Aktifitas usaha sektor pariwisata mulai bangkit

seiring dengan keinginan masyarakat untuk kembali melakukan aktifitas bepergian mengunjungi
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objek wisata. Daya tarik destinasi wisata yang telah dikenal baik nasional maupun internasional

seperti keindahan alam bawah laut Kepulauan Derawan dan Maratua, seperti Pulau Kakaban dan

Pulau Sangalaki juga memiliki andil yang sangat penting dalam menarik banyak minta wisatawan

untuk melakukan kunjungan ke Kabupaten Berau. Selain itu, peran serta Pemerintah Kabupaten

Berau dengan seluruh stakeholder dan seluruh masyakat yang saling mendukung dalam

meningkatkan fasilitas di masing-masing destinasi wisata serta mempromosikan baik secara

langsung melalui media resmi maupun secara tidak langsung melalui media sosial mampu

memperkenalkan Kabupaten Berau dengan segala keindahan yang ada didalamnya.

Indikator rata-rata lama tinggal wisatawan melampaui target dengan capaian 100%.

Berdasarkan hasil dari data usaha pariwisata meliputi: hotel, penginapan dan home stay yang

masuk di Bidang Bina usaha Jasa, sarana pariwisata dan ekonomi kreatif Tahun 2023, rata-rata

lama tinggal pada tahun 2023 yaitu 3 hari 2 malam. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka

rata-rata lama tinggal wisatawan masih sama, dimana pada Tahun 2022 rata-rata lama tinggal

wisatawan adalah 3 hari. Maksud lama tinggal disini adalah seseorang yang bepergian dari tempat

tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain, dan berdiam di tempat itu lebih dari 24 jam dengan

tujuan-tujuan sebagai berikut :

a. Untuk menggunakan waktu senggang, baik dipergunakan untuk rekreasi (berlibur), keperluan

kesehatan, pelajaran dan pengetahuan, serta untuk menjalankan ibadah maupun olah raga;

b. Untuk keperluan usaha atau bisnis, kunjungan keluarga, menjalankan tugas-tugas, serta

menghadiri rapat.

2.1.2 Pengukuran Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata telah menetapkan 2 sasaran Urusan dengan 3 indikator

kinerja, rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1.4
Tabel Sasaran dan Indikator kinerja

Sasaran Terdiri dari 3 indikator

Urusan Sasaran 1 Terdiri dari 2 indikator
Sasaran 2 Terdiri dari 1 indikator

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, untuk pengukuran akuntabilitas kinerja

dilaksanakan pada level sasaran dan indikator yang terkait langsung dengan urusan

(sasaran 1-2)
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Hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat dikemukakan Pencapaian Kinerja

berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.5
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Berau Tahun 2023

No. Sasaran Strategis Rata-Rata Capaian Capaian

1. Tidak Ada Target n/a -

2. Tidak Tercapai < 100% -

3. Tercapai = 100% 2

4. Melebihi Target > 100% 1

Jumlah 3

Adapun pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap misi dirinci dalam tabel, sebagai
berikut:

Tabel 2.1.6
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Berau Tahun 2023

2.1.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi

bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang

dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar

No. Sasaran Jumlah
Indikator

Rata-
Rata

Capaian

n/a < 100 = 100 >100

Tidak
Ada
Target

Tidak
Tercapai Tercapai Melebihi

Target

1. Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi
sektor pariwisata

2 148,43 V

2. Terlestarikannya dan
Berkembangnya nilai-
nilai budaya daerah

1 100 V 100
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dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang

akan datang.

Adapun evaluasi yang terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian pada masing-

masing sasaran dapat kami kemukakan sebagai berikut :

Sasaran 1 :Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata.

Pencapaian target kinerja sasaran ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.7
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Grafik 2.1.1
Sasaran 1 Indikator 1

No Sasaran
Strategis

Indikator

Kinerja
Satuan

Tahun 2022 Tahun 2023

Target Realisasi % Target Realisasi %

1. Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi
sektor
pariwisata

Jumlah
Kunjungan
Wisatawan

Orang 195.159 397.337 203,60 214.674 422.592 196,85

Rata-Rata
Lama
Tinggal
Wisatawan

Hari 3 3 100 3 3 100
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Grafik 2.1.2
Sasaran 1 Indikator 2

Dari tabel di atas jumlah total keseluruhan kunjungan wisatawan pada tahun 2023

sebanyak 422.592 orang. Jika dibandingkan dengan kunjungan wisatawan pada tahun

2022, maka terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2023 yaitu

sebanyak 25.255 orang. Berdasarkan target jumlah kunjungan wisatawan pada tahun

2023 yaitu sebesar 214.674 orang dengan realisasi 422.592 orang maka besar capaian

kinerja adalah 196,85% dari target yang telah ditetapkan.

Indikator rata-rata lama tinggal wisatawan mencapai target 3 hari dari target 3 hari

yang telah ditetapkan untuk tahun 2023, dengan capaian sebesar 100%. Berdasarkan hasil

dari data usaha pariwisata meliputi: hotel, penginapan dan home stay yang masuk di

Bidang Bina usaha Jasa, sarana pariwisata dan ekonomi kreatif Tahun 2023, rata-rata

lama tinggal pada tahun 2023 yaitu 3 hari 2 malam. Jika dibandingkan dengan tahun

2023 maka rata-rata lama tinggal wisatawan masih sama, dimana pada Tahun 2022 rata-

rata lama tinggal wisatawan adalah 3 hari 2 malam.

Tabel 2.1.8
Tabel Sub Kegiatan serta Realisai Kinerja

No Program/Kegiatan Target Satuan Realisasi %

1 Program Peningkatan Daya Tarik
Destinasi Pariwisata

214.674 Orang 422.592 196,85
3 Hari 3 100
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Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik
Wisata Kabupaten/Kota 10

Daya Tarik
Wisata 20 200

o Penetapan Daya Tarik Wisata
Kabupaten/Kota 5 Daya Tarik

Wisata 8 160

o Pengembangan Daya Tarik Wisata
Kabupaten/Kota 5 Kampung

Wisata 12 240

Kegiatan Pengelolaan Kawasan
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota

2 Kecamatan 2 100

o Pengembangan Kawasan Strategis
Pariwisata Kaupaten/ Kota 2 Event 2 100

o Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten/Kota

3 Bidang
Usaha 3 100

o Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengelolaan Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten/ Kota

60 Orang 60 100

Kegiatan Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota

13 Kecamatan 13 100

o Perencanaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota

8 Dokumen
Perencanaan 8 100

o Pengembangan Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota (DBH-
DR)

30 Sarana dan
Prasarana 30 100

o Pengadaan/Pemeliharaan/
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
dalam Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota

20 Sarana dan
Prasarana 18 90

o Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota

10 Pokdarwis 15 150

Kegiatan Penetapan Tanda Daftar
Usaha Pariwisata Daerah
Kabupaten/Kota

8 Bidang
Usaha 8 100

o Pengelolaan Investasi Pariwisata 2 Data 2 100
o Pembinaan dan Pengawasan Usaha

Pariwisata 8 Bidang
Usaha 8 100

2 Program Pemasaran Pariwisata 7 Destinasi
Wisata 7 100

Kegiatan Pemasaran Pariwisata
Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,
Destinasi dan Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten/Kota

6 Kegiatan 6 100

o Penguatan Promosi melalui Media
Cetak, Elektronik, dan Media
Lainnya Baik Dalam dan Luar
Negeri

10

Media
Promosi
Pariwisata 10 100

o Fasilitasi Kegiatan Pemasaran
Pariwisata Baik Dalam dan Luar
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Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Infrastruktur berupa aksesibilitas yang mendukung pengembangan pariwisata seperti jalan,

pelabuhan, alat-alat transportasi dan lainnya di berbagai destinasi wisata masih kurang,

sehingga keterjangkauan objek wisata belum sepenuhnya baik dan hal tersebut menyebabkan

biaya perjalanan wisata menjadi tinggi. Fasilitas penunjang untuk meningkatkan kenyamanan

wisatawan di beberapa destinasi wisata juga masih kurang.

2. Kualitas SDM pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga masih kurang,

sementara sektor pariwisata merupakan sektor yang berfokus kepada jasa atau pelayanan.

3. Masih perlunya meningkatkan sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam

pembangunan dan pengembangan pariwisata.

4. Belum adanya regulasi yang mengatur terkait pengelolaan retribusi di masing-masing objek

wisata.

5. Keterbatasan kemampuan Berbahasa Indonesia ataupun Bahasa Asing masih rendah dikalangan

masyarakat sehingga mempersulit komunikasi dalam mempromosikan destinasi lain di

wilayahnya.

6. Masih Kurangnya tenaga pengelola retribusi di beberapa objek wisata.

Solusi :

1. Perlunya terus ditingkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan

sektor pariwisata di Kabupaten Berau, baik itu terkait aksesibilitas maupun fasilitas pendukung

lainnya.

Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 5 Event 5 100

o Peningkatan Kerjasama dan
Kemitraan Pariwisata Dalam dan
Luar Negeri 2

Kerjasama
dan

Kemitraan 2 100

3
3.

Program Pengembangan Sumber
Daya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif 30 Orang 30 100

Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar

1 Pelatihan 1 100

o Pengembangan Kompetensi
SDM Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Tingkat Dasar

20 Orang 20 100
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2. Pengembangan dan pelatihan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar pelaku usaha di sektor

pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki kompetensi dan keahlian dalam berinteraksi dan

memberikan kepuasan terhadap wisatawan.

3. Melibatkan peran swasta dan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan destinasi

pariwisata

4. Perlunya dibuat peraturan terkait pengelolaan retribusi di masing-masing objek wisata.

5. Pelaksanaan bimbingan/ Pelatihan Bahasa Asing khususnya Bahasa Inggris sebagai Bahasa

global internasional bagi beberapa perwakilan masyarakat yang nantinya disiapkan untuk

kembali melatih komunikasi masyarakat setempat.

6. Perlunya koordinasi antara OPD dengan pihak kampung di objek wisata agar penarikan

retribusi dapat berjalan dengan baik.

7. Perlunya dilaksanakan secara rutin pendataan terkait dengan pelaku usaha ekonomi kreatif yang

melibatkan instansi terkait.

Sasaran 2 : Terlestarikannya dan Berkembangnya nilai-nilai budaya daerah

Pencapaian sasaran 2 meliputi 1 (satu) indikator dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.9
Analisis Pencapaian Sasaran 2

Terlestarikannya dan Berkembangnya nilai-nilai budaya daerah

No Sasaran
Strategis

Indikator

Kinerja
Satuan

Tahun 2022 Tahun 2023

Target Realisasi % Target Realisasi %

1. Terlestarikannya
dan
Berkembangnya
nilai-nilai
budaya daerah

Jumlah
cagar
budaya
yang
dikelola
secara
terpadu

Cagar

Budaya

3 3 100 3 3 100
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Grafik 2.1.3
Sasaran 2

Terlestarikannya dan Berkembangnya nilai-nilai budaya daerah

Terwujudnya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya dan sejarah purbakala

daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan

pariwisata daerah dengan indikator Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Dari

target 3 cagar budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Berau, terealisasi 3 cagar budaya

dengan tingkat rata-rata capaian kinerja sebesar 100%. Adapun 3 cagar budaya tersebut

adalah Museum Batiwakkal Gunung Tabur, Keraton Sambaliung, dan Museum Siraja Teluk

Bayur.

Tabel 2.1.10
Tabel Sub Kegiatan Sasaran II serta Realisai Kinerja

No Program/Kegiatan Target Satuan Realisasi %

1Program Pengembangan Kebudayaan 11 Event 11 100

Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan
yang Masyarakat Pelakunya dalam
Daerah Kabupaten/Kota

3 Budaya Daerah 3 100

o Pelindungan, Pengembangan,
Pemanfaatan Objek Pemajuan
Kebudayaan

1 Event 1 100

o Pembinaan Sumberdaya Manusia,
Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

3 Lembaga 3 100

Kegiatan Pelestarian Kesenian
Tradisional yang Masyarakat
Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten/Kota

10 Kesenian
Tradisional

10 100
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o Pelindungan, Pengembangan,
Pemanfaatan Objek Pemajuan
Tradisi Budaya

7 Tradisi

Budaya

7 100

o Pembinaan Sumber Daya Manusia,
Lembaga, dan Pranata Tradisional

3 Event 3 100

Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat
yang Penganutnya dalam Daerah
Kabupaten/Kota

7 Kelompok 4 100

o Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pembinaan Lembaga Adat

7 Kelompok 4 57,14

2
Program Pengembangan Kesenian
Tradisional

3 Kelompok
Seni

Budaya

0 0

Kegiatan Pembinaan Kesenian yang
Masyarakat Pelakunya dalam
Daerah Kabupaten/ Kota

2 Kegiatan 0 0

o Peningkatan Pendidikan dan
Pelatihan Sumber Daya Manusia
Kesenian Tradisional

40 Pelaku
Seni/

Sanggar
Seni

0 0

3 Program Pelestarian dan
Pengelolaan Cagar Budaya

4 Situs BCB 4 100

Kegiatan Pengelolaan Cagar
Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota

4 Situs BCB 4 100

o Pengembangan Cagar Budaya 4 Situs BCB 4 100

4
Program Pengelolaan
Permuseuman

3 Museum/
Keraton

3 100

Kegiatan Pengelolaan Museum
Kabupaten/Kota

3 Museum/
Keraton

3 100

o Pelindungan, Pengembangan, dan
Pemanfataan Koleksi secara
Terpadu

1 Museum/
Keraton

1 100

o Peningkatan Pelayanan dan Akses
Masyarakat Terhadap Museum

4 Kegiatan 4 100

o Penyediaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Museum

3 Museum/
Keraton

3 100

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Sumber Daya pengelola museum dan keraton yang belum professional dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya.

2. Penyediaan fasilitas umum dan media informasi Museum dan Keraton yang masih terbatas.
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3. Pembinaan dan Pengembangan kesenian dan budaya yang berkesinambungan di Kabupaten

Berau belum optimal.

4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang seni dan budaya di Kabupaten Berau

(panggung pentas, event, lomba dll).

5. Data dan informasi kebudayaan belum dikelola secara profesional

Solusi :

1. Meningkatkan SDM pengelola museum dan keraton yang dengan pelatihan dan bimbingan

teknis.

2. Membangun fasilitas umum yang memadai seperti cafetaria, lobi, tempat parkir, ruang edukasi,

perpustakaan.

3. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan kesenian dan budaya yang berkesinambungan

dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder, melalui penyelenggaraan event,

festival,maupun atraksi.

4. Perlunya pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang berkaitan dengan

kesenian dan budaya.

5. Perlunya Membuat database berbasis teknologi informasi yang profesional.
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BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan setiap SKPD harus menyusun

rencana pembangunan secara terarah, menyeluruh, dan terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2),

dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka

menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/ kota) harus

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara Paralel dengan penyusunan RKPD, sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang

disusun berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung pemerintah maupun

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

engan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan daerah

depan dituntut semakin mengedepankan pendekatan pembangunan partisipatif. Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam

sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Perencanaan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai

dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi

sehingga pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang

sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan telah

mendapatkan legalisasi jaminan dan bahwa paling sedikit 30% dari Usulan Musrenbang akan

diakomodasi dalam Rencana SKPD tersebut. Kondisi diatas kaitannya keberadaan institusi
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dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau yang mempunyai tanggung

jawab membantu Kepala Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga

semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur

sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

Adapun tujuan dan sasaran Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau adalah

sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Kebudayaan dan Kepariwisataan yang

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

2. Meningkatkan fungsi dinas dalam teknis pelayanan sebagi pelayan publik agar

terpenuhinya tingkat kebutuhan masyarakat

3. Meningkatkatnya kualitas pelayananan pariwisata yang berbasis budaya serta pelestarian

nilai-nilai budaya.

4. Terwujudnya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah yang berbasis budaya.

5. Terwujudnya Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata dan Budaya yang efektif dan

terpadu.

6. Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Daya Tarik Wisata yang berkelanjutan

berbasis budaya.

7. Terciptanya kualitas pembangunan dan manajemen pariwisata yang berwawasan

lingkungan melalui pola kemitraan.

8. Menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan.

9. Menilai Pencapaian Sasaran, Tujuan dan Kinerja Pembangunan Daerah berdasarkan
indikator dan sasaran kinerja yang ditetapkan.

10. Meningkatnya kualitas sumber daya Manusia (SDM) aparatur perencana.

b. Sasaran

1. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian budaya serta

lingkungan pariwisata

2. Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat

3. Meningkatnya pemanfaatan Sumber Daya Budaya dan Pariwisata yang ramah
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lingkungan melalui pengembangan Ekowisata.

4. Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan pariwisata berbasis domestik sesuai

dengan prinsip-prinsip pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang terpadu dan

berkelanjutan.

5. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan program Sapta

Pesona.

6. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata.

7. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Pariwisata

8. Lestarinya dan berkembangnya nilai-nilai kebudayaan daerah dalam rangka

memperkokoh identitas dan jati diri dalam mengembangkan kepariwisataan daerah.

9. Meningkatnya sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan nilai-nilai budaya

dan Sapta Pesona.

10. Tersedianya Areal/Kawasan Pariwisata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

11. Bertambahnya kuantitas dan kualitas usaha jasa dalam bidang kebudayaan dan

pariwisata dalam rangka penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah dan

pendapatan.

12. Telaksananya system kadernisasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur serta

mekanisme perjenjangan karir secara objektif, prosedural dan prestatif.

13. Meningkatnya sumber-sumber pendapatan dinas untuk daerah pada semua bidang dan

jenis usaha dalam sektor pariwisata dan budaya.

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

Tahun 2025 (Pada lampiran Renja).
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BAB IV

KESIMPULAN

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025

menyajikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang berjumlah 8

Usulan Program dan 22 Usulan Kegiatan dan 56 Usulan Sub Kegiatan. Target perencanaan

daerah yang dicantumkan dalam Renja SKPD ini berkaitan dengan Tingkat Kinerja

Perencanaan Daerah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam Renja SKPD ini diharapkan dapat

dijadikan wujud pembangunan yang berkesinambungan dalam RPJMD Kabupaten dalam

implementasi pembangunan di Kabupaten Berau.
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